[ SALINAN ]

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/145/KEP/413.013/2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENGEMBANGAN KELOMPOK
USAHA BERSAMA PENDERITA CACAT KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kelompok usaha
penderita cacat, perlu memberikan bimbingan sosial
dan pelatihan ketrampilan di Kecamatan Tikung
Kabupaten Lamongan,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi,
serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43
ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun
2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah, perlu menetapkan
Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan
Kelompok  Usaha  Bersama  Penderita  Cacat
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam
Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa



Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention on The Rights of Persons With
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang
Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5251);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007
Nomor 10/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2019 Nomor 86).



Menetapkan,
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Nama-nama penerima Bantuan Sosial Kegiatan
Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita
Cacat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020,
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU,
berupa bahan usaha Ekonomis Produktif (UEP)
diberikan kepada 10 (sepuluh) orang eks. Kusta masing-
masing 1 (satu) ekor ternak kambing Jawa.

Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan;,

4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Kepala

Dinas Sosial Kabupaten

Lamongan;
6. Sdr. Penerima Bantuan Sosial dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
) NIFj 19680114 198801 1 001




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
:188/145/KEP/413.013/2020

NOMOR
TANGGAL : 19 MARET 2020

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENGEMBANGAN

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENDERITA CACAT KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO. NAMA/NIK ALAMAT

1. | MUNADI Dusun Kalianyar RT O03/RW 001 Desa
3524230907730001 Kelorarum, Kecamatan Tikung.

2. |ISAM Dusun Klating RT O005/RW 001 Desa
3524230302660001 Takeranklating, Kecamatan Tikung.

3. | TAKIM Dusun Geger RT O002/RW 008 Desa
3525020901780001 Balongwangi, Kecamatan Tikung.

4. | SUPI Dusun Genceng RT O005/RW 004 Desa
3524235511600001 Takeranklanting, Kecamatan Tikung.

5. | SANALI Dusun Geger RT O002/RW 008 Desa
3524230809690003 Balongwangi, Kecamatan Tikung.

6. | SAIIN Dusun Pengaron RT O002/RW 002 Desa
3524230101660053 Pengumbulanadi, Kecamatan Tikung.

7. | LANI Dusun Tinaro RT O003/RW 004 Desa
3524234501580002 Dukuhagung, Kecamatan Tikung.

8. | RASID Dusun Mumbulan RT 001/RW 004 Desa
3524230101650053 Pengumbulanadi, Kecamatan Tikung.

9. | SYA' Dusun Tlogogede RT O002/RW 002 Desa
3524230406570001 Wonokromo, Kecamatan Tikung.

10. | TABAH Dusun Banyuawet RT 002/RW 003 Desa
3524232504740003 Soko, Kecamatan Tikung.

Salinan sesuai dengan aslinya

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
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